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Bebeleng : merupakan bahasa daerah dari suku sasak yang artinya sama
dengan air limbah domestik
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dapat dioksidasi oleh bakteri aerob/jumlah oksigen yang
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ABSTRACT

Domestic waste water is one of urban problems that results in complicated
issues. However it is almost forgettable by either society or government. Indeed, it
does not mean that there is not any attention or management, but instead the
management is inadequately identified. Such condition occurs in Lombok Tengah
Regency, part of Nusa Tenggara Barat Province. According to this raising issue,
this study attempted to exercise a case study on to what extent domestic waste
water in Praya city has been overcome.

Method of research used in this study was a qualitative analysis. Data
obtained were by interview and field study subject to an analysis in order to find
out people participation, institutions, government regulations and policies,
funding and implementation of the management of the domestic waste water in
Praya City. The study applied a SWOT analysis to determine strategies and
policies in generating plans of the domestic waste water.

According to the analysis, the study found that the management of the
domestic waste water in Praya City was limited to waste disposal to urban
drainage, home yard, and rivers due to the absence of waste water management,
concern regulation, and people understanding about the adverse effect of the
domestic waste water on water pollution. The study also found that local
government had not been occupied by local acts and conducts related to domestic
waste water so that there were overlaps between institutions. Besides, the
implementation of the environmental sanitation programs has not integrated the
management of water resource and environment, the implementation of domestic
waste water management was not participatively performed so that the water
management infrastructures were not fully profitable to the local people.

The SWOT analysis results recommended such efforts as domestic waste
water using an on-site system for a short-term project and off-site system for a
long-term project by involving direct participation of the local people. In addition,
the analysis results also recommended local acts concerning domestic waste water
integrated to water resources management under legal concerns, which deals with
the management of the domestic waste water. In order to promote the local people
participation in the management of domestic waste water, there should be a
maximum role of so called tuan guru as local leaders supported by Non
Governmental Organisations (NGO). Finally, lack of funds in the management of
the domestic waste water can be overcome by seeking alternative fundings outside
the Local Income Budget (APBD) through a triad combination between agencies :
government, private sectors and society.

Key word : Management, Domestic Waste Water, Praya City NTB
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ABSTRAK

Air limbah domestik merupakan salah satu permasalahan kota yang
kompleks, tetapi nyaris terkesampingkan dan tidak terkelola apalagi menjadi
prioritas oleh publik maupun pemerintah. Bukanlah berarti tidak ada sama sekali
perhatian atau penanganan, namun pengelolaannya masih dapat teridentifikasi
diselenggarakan dalam pencapaian yang tidak memadai. Kondisi ini terjadi di
Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu telah
dilakukan studi kasus tentang sejauh mana pengelolaan air limbah domestik di
Kota Praya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data
yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan dianalisis untuk
mengetahui  partisipasi masyarakat, kelembagaan, peraturan dan kebijakan
pemerintah, pembiayaan dan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik
di Kota Praya. Selanjutnya dalam rangka menentukan strategi dan kebijakan
dalam penyusunan perencanaan pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya
dilakukan juga analisis SWOT.

Bardasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pengelolaan air limbah
domestik di Kota Praya oleh masyarakat hanya sebatas pembuangan ke saluran
drainase kota/got, pekarangan dan sungai/kali yang dilakukan karena tidak adanya
pelayanan pengelolaan air limbah, tidak adanya larangan, biayanya murah, serta
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak air limbah domestik
terhadap pencemaran air. Di pihak pemerintah ditemukan beberapa hal antara lain
belum adanya peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik, di
samping pelaksanaan tupoksi instansi terkait pengelolaan air limbah domestik
sering tumpang tindih kegiatan antara instansi yang satu dengan yang lain. Selain
itu pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Praya belum
mengintegrasikan pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Pelaksanaan
pengelolaan air limbah domestik belum dilakukan secara partisipatif sehingga
prasarana pengolahan air limbah domestik yang ada tidak dimanfaatkan oleh
masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka langkah-langkah yang perlu
diambil dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya adalah
mengupayakan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem on-site karena
dinilai masih relevan. Ke depan pengolahan dengan sistem off-site terus
diupayakan secara terencana dengan melibatkan peran serta masyarakat. Selain itu
penyusunan peraturan perundang-undangan daerah yang terkait dengan
pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi dengan pengelolaan sumber
daya air juga perlu dibuat sebagai payung hukum dalam pengelolaan air limbah
domestik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
limbah domestik, perlu mengakomodir peran tuan guru sebagai panutan kuat
masyarakat serta pendampingan oleh LSM. Dalam rangka mengatasi kekurangan
dana dalam pengelolaan air limbah domestik perlu mencari alternatif pembiayaan
di luar APBD melalui kombinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kata Kunci : Pengelolaan, air limbah domestik, Kota Praya NTB
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Praya merupakan Ibu Kota Kabupaten Lombok Tengah Provinsi
Nusa Tenggara Barat, berada 30 km sebelah timur Kota Mataram. Secara
geografis Kota Praya terletak pada posisi 116°05° sampai 116°24° Bujur Timur
dan 8°24’ sampai 8°57” Lintang Selatan. Luas Kota Praya mencapai 31,12 km2
dengan jumlah penduduk sebanyak 57.389 jiwa (1.844 Jiwa/km2) yang tersebar
di 9 kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu Kota Praya masih
tergolong kota kecil karena jumlah penduduknya antara 20.000 jiwa — 100.000
jiwa. Meskipun demikian permasalahan lingkungan sudah mulai nampak
sebagaimana kota-kota sedang dan besar di Indonesia. Masalah sampah, limbah
domestik, permukiman padat, dan lain-lain merupakan permasalahan klasik kota
di mana-mana termasuk di Kota Praya.

Dari sekian unsur permasalahan yang tersebutkan di atas, maka unsur yang
kompleks, nyata terkesampingkan dan tidak tersentuh secara managerial apalagi
menjadi prioritas oleh banyak perhatian publik maupun pemerintah adalah unsur
air limbah. Bukanlah berarti tidak ada sama sekali perhatian atau penanganan,
namun pengelolaannya masih dapat teridentifikasi diselenggarakan dalam
pencapaian yang tidak memadai (Bappenas, 2006)

Sebagai gambaran, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2006 dari 16.028 KK (57.389 jiwa) yang mendiami Kota
Praya, sebanyak 8.411 KK (52,48%) sudah menggunakan jamban keluarga
sebagai tempat Buang Air Besar (BAB), selebihnya menggunakan MCK umum,
sungai dan yang lainnya. Sementara itu air limbah buangan dapur dan kamar
mandi dari masing-masing rumah langsung dialirkan ke selokan atau sungai tanpa
diolah terlebih dahulu. Ini membuktikan bahwa pengelolaan air limbah domestik
di Kota Praya belum mendapatkan perhatian. Padahal jika dihitung volume limbah

cair yang dihasilkan dari permukiman dapat mencapai volume yang sangat besar.
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Gambar 1.1. Peta Kota Praya
Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2006

Bambang Purwanto (2004) menyebutkan bahwa volume limbah cair yang
dihasilkan oleh setiap orang mulai dari mandi, cuci dan lain-lain mencapai 100
liter per hari. Volume limbah domestik sangat bervariasi dan umumnya sangat
berkaitan erat dengan standar hidup masyarakat (Djajaningrat dan Harsono,
1991). Lebih rinci lagi Metcalf dan Eddy dalam Sugiharto (2005 : 11)
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menyebutkan rata-rata air limbah dari daerah permukiman sebagaimana tercermin

dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Rata-rata Aliran Air Limbah dari Daerah Permukiman

No. Sumber Jumlah limbah per Rata-rata
orang per hari (liter) (Itr/org/hart)
1 Apartemen 200 -300 260
2 Hotel, penghuni tetap 150 — 220 190
3 Tempat tinggal keluarga :
- Rumah pada umumnya 190 - 350 280
- Rumah yang lebih baik 250 — 400 310
- Rumah mewah 300 — 550 380
- Rumah pondok 120 - 200 150

Sumber : Metcalf dan Eddy dalam Sugiharto (2005 : 11).

Jika dihitung berdasarkan volume limbah per orang per hari, sebagaimana
data tersebut di atas, maka air buangan domestik yang dihasilkan oleh penduduk
di permukiman Kota Praya, yang rata-rata perumahan biasa atau rumah pada
umumnya adalah 57.389 jiwa (jumlah penduduk Kota Praya) x 100 liter/jiwa/hari
maka air limbahnya bisa mencapai minimal 5.738.900 liter/hari.

Menurut Kositranata et al., 1989; WHO, 1993 dalam Marganof (2007)
konversi beban BOD, COD, total N dan total P perkapita perhari dari limbah cair
yang tidak diolah masing-masing sebesar 53 gram, 101,6 gram, 22,7 gram dan 3,8
gram. Berdasarkan nilai konversi tersebut maka masyarakat Kota Praya yang tidak
memiliki jamban keluarga, sebanyak 7.617 KK (27.271 jiwa), akan menghasilkan
beban BOD 520,3 ton/tahun, COD 997,5 ton/tahun, total N 222,9 ton/tahun dan
total P sebesar 37,3 ton/tahun. Oleh karena itu jika air limbah domestik tidak
dikelola dengan baik maka setiap tahun beban pencemaran limbah organik
terhadap sungai yang melintasi Kota Praya maupun Waduk Batujai akan semakin
meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pencemaran oleh air
limbah domestik merupakan jumlah pencemar terbesar (85%) yang masuk ke
badan air. Sedang di negara maju pencemar domestik merupakan 15% dari

seluruh pencemar yang memasuki badan air (Suriawiria, 1996).
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Menurut Sumirat (1996) air bekas cucian, air limbah kamar mandi dan air
limbah dari dapur dikategorikan sebagai limbah yang mengandung sabun/deterjen
dan mikroorganisme. Selain itu buangan eksreta yaitu tinja dan urine manusia
yang dipandang berbahaya karena dapat menjadi media penyebaran utama bagi
penyakit bawaan air. Setiap orang umumnya menghasilkan 1,8 liter eksreta tiap
hari, terdiri dari 350 gram bahan padat kering termasuk 90 gram bahan organik,
20 gram nitrogen ditambah unsur hara lainnya terutama forsfor dan kalium

Besarnya jumlah pencemar domestik yang masuk ke badan air ditentukan
oleh kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari pembuangan limbah serta
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah yang dihasilkannya.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas diperlukan suatu kajian
pengelolaan limbah kota sehingga diharapkan nantinya air limbah domestik kota
Praya dapat dikelola sebelum dibuang ke lingkungan. Kajian ini difokuskan pada
sistem pengelolaan air limbah domestik baik dari aspek peraturan dan kebijakan,
kelembagaan, persepsi dan partisipasi masyarakat, aspek pembiayaan dan aspek
teknologi.

Kajian ini dilakukan di Kota Praya dengan pertimbangan bahwa wilayah
ini yang merupakan penyumbang air limbah domestik terbesar yang masuk ke
sungai. Hal lain yang mendasari lokasi penelitian ini adalah faktor letak Kota
Praya yang berada di bagian hulu dari Waduk Batujai sehingga seluruh limbah
yang dihasilkan dipastikan akan bermuara ke Waduk Batujai.

.Bertitik tolak dari uraian tersebut maka diperlukan perhatian serius semua
pihak terhadap pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari dapur dan
kamar mandi yang ada di Kota Praya sehingga laju pencemaran badan air dapat
diminimalisir yang pada gilirannya keberlanjutan pemanfataan Waduk dapat
tercapai.

Upaya pencegahan pencemaran terhadap Waduk Batujai ini sejalan
dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi
NTB bidang sosial dan lingkungan hidup yang dituangkan dalam RPJM
Kabupaten Tahun 2006 — 2010 yaitu melaksanakan upaya-upaya yang mengarah

pada perlindungan bagi sumber daya alam (termasuk Waduk Batujai) yang masih
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dalam keadaan baik melalui pelibatan masyarakat serta peningkatan kapasitas dan
peran aparatur dalam pengawasan.

Untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan serta penurunan
kualitas yang semakin parah pada Waduk Batujai, maka diperlukan upaya
pengelolaan limbah cair sebelum masuk ke badan air di samping melakukan
pengawasan dan pengendalian terhadap pertumbuhan permukiman di bantaran

sungai dan waduk.
1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka muncul suatu
permasalahan bahwa Waduk Batujai yang berada di bagian hilir Kota Praya
sangat rentan terhadap pencemaran oleh air limbah kota, terutama oleh limbah
domestik yang berasal dari permukiman di bantaran sungai yang melintasi kota
dan bermuara di Waduk Batujai. Untuk itu diperlukan suatu rencana pengelolaan
limbah cair domestik kota yang partisipatif dan berkelanjutan. Atas dasar hal
tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya Kabupaten
Lombok Tengah ?
2. Langkah-langkah apa saja yang perlu diambil dalam pengelolaan air limbah

domestik untuk wilayah Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah?
1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah
dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menganalisis sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya,
Kabupaten Lombok Tengah.
2. Menyusun langkah-langkah pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kota
Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
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Memberikan kajian perencanaan pengelolaan air limbah domestik Kota
Praya dalam rangka meningkatkan pelayanan fasilitas sanitasi kepada
masyarakat di Kota Praya.
Bagi Masyarakat

Sebagai referensi bagi masyarakat dalam rangka membuka wawasan

tentang dampak air limbah dan bagaimana pengelolaannya.

Bagi Dunia Pendidikan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam

penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perencanaan

Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan
masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum.
Pengertian atau batasan perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-
kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu
pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia (Khairuddin, 1992 :
47).

2. Perencanaan adalah merupakan suatu upaya penyusunan program baik
program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek
maupun jangka panjang (Sa’id & Intan, 2001 : 44 ).

3. Perencanaan sebagai Analisis Kebijakan (Planning as Policy Analysis) yaitu,
merupakan tradisi yang diilhami oleh logika-logika berpikir ilmu manajemen,
administrasi publik, kebangkitan kembali ekonomi neoklasik, dan teknologi
informasi yang disebut sibernetika

Perencanaan, meskipun mengandung pengertian masa depan, bukanlah
hipotesis yang dibuat tanpa perhitungan. Hipotesis dalam perencanaan selalu
didasarkan atas data-data dan perkiraan yang telah tercapai, dan juga
memperhitungkan sumber daya yang ada dan akan dapat dihimpun. Dengan
demikian, perencanaan berfungsi sebagai pedoman sekaligus ukuran untuk
menentukan perencanaan berikutnya. Mosher (1965 : 191) menyatakan bahwa,
seringkali perencanaan hanya meliputi kegiatan-kegiatan baru, atau alokasi
keuangan untuk kegiatan-kegiatan lama, tanpa menilai kembali kualitasnya secara
kritis. Acapkali lebih banyak sumbangan dapat diberikan kepada pembangunan
dengan memperbaiki kualitas kegiatan yang sedang dalam pelaksanaan daripada

memulai yang baru.
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Perencanaan pada dasarnya adalah penetapan alternatif, yaitu menentukan
bidang-bidang dan langkah-langkah perencanaan yang akan diambil dari berbagai
kemungkinan bidang dan langkah yang ada. Bidang dan langkah yang diambil ini
tentu saja dipandang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang
tersedia dan mempunyai resiko yang sekecil-kecilnya. Oleh sebab itu, dalam
penentuannya timbul berbagai bentuk perencanaan yang merupakan alternatif-
alternatif ditinjau dari berbagai sudut, seperti yang dijelaskan oleh Westra (1980)
dalam Khairuddin (1992 : 48), antara lain :

1. Dari segi jangka waktu, perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan jangka
pendek (1 tahun), dan (b) perencanaan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).

2. Dari segi luas lingkupnya, perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan
nasional (umumnya untuk mengejar keterbelakangan suatu bangsa dalam
berbagai bidang), (b) perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu
wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah itu), dan (c)
perencanaan lokal, misalnya; perencanaan kota (untuk mengatur pertumbuhan
kota, menertibkan penggunaan tempat dan memperindah corak kota) dan
perencanaan desa (untuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan
masyarakat desa tersebut).

3. Dari segi bidang kerja yang dicakup, dapat dikemukakan antara lain :
industrialisasi, agraria (pertanahan), pendidikan, kesehatan, pertanian,
pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.

4. Dari segi tata jenjang organisasi dan tingkat kedudukan menejer, perencanaan
dapat dibedakan : (a) perencanaan haluan policy planning, (b) perencanaan
program (program planning) dan (c) perencanaan langkah operational

planning.

2.2. Perencanaan Pembangunan Partisipatif

2.2.1. Partisipasi

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program

pengembangan masyarakat dimana-mana, seolah-olah menjadi “label baru” yang
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harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam

perkembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang

dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan
arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling
memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah

anggota masyarakat (Mitchell dkk., 2007).

Asngari (2001: 29) menyatakan bahwa penggalangan partisipasi itu
dilandasi adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut karena di
antara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam
menggalang peran serta semua pihak itu diperlukan : (1) terciptanya suasana yang
bebas atau demokratis, dan (2) terbinanya kebersamaan. Selain itu, Slamet (2003:
8) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah ikut
sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan
pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil
pembangunan.

Gaventa dan Valderama (1999) dalam Arsito (2004), mencatat ada tiga
tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan
masyarakat yang demokratis yaitu: 1) partisipasi politik (Political Participation),
2) partisipasi sosial (Social Participation) dan 3) partisipasi warga (Citizen
Participation/Citizenship). Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Partisipasi  Politik  (political participation) lebih berorientasi pada
“mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga
pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses kepemerintahan
itu sendiri.

b. Partisipasi Sosial (social Participation). Partisipasi ditempatkan sebagai
keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau
pihak di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan
keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi
kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi.
Partisipasi  sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses

pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses
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partisipasi sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi
keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai
wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

c. Partisipasi Warga (citizen participation/citizenship) menekankan pada
partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan
proses kepemerintahan. Partisipasi warga telah mengalihkan konsep
partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap ‘penerima derma’ atau ‘kaum
tersisin® menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan
warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai
gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka”. Maka berbeda
dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang lebih berorientasi pada
agenda penentuan kebijakan publik oleh warga ketimbang menjadikan arena
kebijakan publik sebagai wahana pembelajaran.

Menurut Alexander Abe (2001 : 114), perencanaan partisipatif adalah
perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan
dalam prosesnya juga melibatkan masyarakat (baik langsung maupun tidak
langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan
untuk kepentingan masyarakat, yang bila dirumuskan dengan tanpa melibatkan
masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusannya akan berpihak
pada masyarakat. Suatu perencanaan yang ingin melibatkan kepentingan
masyarakat tentu saja harus berjuang untuk mengangkat yang tersimpan di bawah
permukaan dan menggalinya secara seksama, serta merumuskannya dengan tepat,
agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan, artinya menggerakkan sebuah
perencanaan partisipatif membutuhkan prakondisi maksud mentransformasikan
kapasitas kesadaran dan keterampilan masyarakat, sehingga bisa keluar dari
tradisi bisu dan menyembunyikan maksud di bawah permukaan. Selama hal ini
tidak berlangsung, maka partisipasi hanya akan terlihat sebagai formalitas,
sedangkan realitas sesungguhnya adalah hegemoni dan manipulasi.

Selanjutnya Alexander Abe (2001) menyebutkan bahwa melibatkan
masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan akan membawa 3 dampak

penting yaitu sebagai berikut :
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(1) Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan
memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat.

(2) Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak
jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik.

(3) Meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat.

Perencanaan bersama masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat

bisa langsung ambil bagian. Dalam hal ini ada beberapa prinsip dasar yang harus

diperhatikan dan dikembangkan (Alexander Abe, 2001) yaitu :

a. Para peserta harus memiliki saling percaya, saling mengenal dan dan saling
bisa bekerja sama agar dalam proses bisa berjalan dengan jujur dan terbuka
dan tidak merupakan ajang siasat.

b. Semua peserta bisa berbicara dan mengemukakan pandangannya secara fair
dan bebas, oleh karena itu peserta tidak boleh ada yang lebih tinggi
kedudukannya. Jikapun ada ada pemandu dalam proses, maka pemandu harus
benar-benar berposisi sebagai “pemandu” dan bukan narasumber, yang pada
akhirnya bisa membangun suasana asimetri.

c. Perencanaan bersama masyarakat harus bermakna bahwa masyarakat peserta
perumusan bisa menyepakati hasil yang diperoleh, baik saat itu maupun
setelahnya. Harus dihindari praktek perang intelektual, dimana mereka yang
berkelebihan informasi mengalahkan mereka yang miskin informasi secara
tidak sehat. Kekalahan intelektual di forum tidak akan membuahkan
penerimaan yang sehat. Karena itulah setiap tahap proses harus dilalui dengan
berpegang pada prinsip demokrasi dan etika. Keputusan yang diambil harus
merupakan keputusan bersama, dan bukan hasil rekayasa satu kelompok.
Untuk bisa menghasilkan keputusan bersama, dibutuhkan pembahasan yang
mendalam, sehingga masing-masing pihak benar-benar bisa paham sebelum
keputusan diambil.

d. Suatu keputusan yang baik tentu tidak boleh didasarkan pada dusta dan
kebohongan. Prinsip ini hendak menekankan pentingnya kejujuran dalam
penyampaian informasi, khususnya persoalan yang dihadapi. Hal yang

dipentingkan dalam dalam soal ini adalah agar yang diungkapkan benar-benar
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sesuatu yang menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan hasil
rekayasa (cerita palsu).

e. Berproses dengan berdasarkan kepada fakta, dengan sendirinya menuntut cara
berfikir yang obyektif agar para peserta bisa berproses dengan menggunakan
kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditetapkan dan tidak berpindah-pindah
dalam menggunakan pijakan.

f. Prinsip partisipasi hanya akan mungkin terwujud secara sehat, jika apa yang
dibahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat.
Kebutuhan ini mensyaratkan adanya orientasi khusus dari perencanaan yakni
berfokus pada masalah-masalah masyarakat.

Arnstein  (1969) dalam Mitchell (2007) menggambarkan partisipasi
masyarakat adalah suatu pola bertingkat (ladder patern). Suatu tingkatan yang
terdiri dari delapan tingkat dimana tingkatan paling bawah merupakan tingkat
partisipasi masyarakat sangat rendah, kemudian tingkat yang paling atas
merupakan tingkat dimana partisipasi masyarakat sudah sangat besar dan kuat..

Tingkatan partisipasi masyarakat di atas bisa dijelaskan sebagai berikut.

a. Manipulasi (Manipulation)
Pada tingkat ini partisipasi masyarakat berada di tingkat yang sangat rendah.
Bukan hanya tidak berdaya, akan tetapi pemegang kekuasaan memanipulasi
partisipasi masyarakat melalui sebuah program untuk mendapatkan
“persetujuan” dari masyarakat. Masyarakat sering ditempatkan sebagai komite
atau badan penasehat dengan maksud sebagai “pembelajaran” atau untuk
merekayasa dukungan mereka. Partisipasi masyarakat dijadikan kendaraan
public relation oleh pemegang kekuasaan. Praktek pada tingkatan ini biasanya
adalah program-program pembaharuan desa. Masyarakat diundang untuk
terlibat dalam komite atau badan penasehat dan sub-sub komitenya. Pemegang
kekuasaan memanipulasi fungsi komite dengan “pengumpulan informasi”,
“hubungan masyarakat” dan “dukungan.” Dengan melibatkan masyarakat di
dalam komite, pemegang kekuasaan mengklain bahwa program sangat
dibutuhkan dan didukung. Pada kenyataannya, hal ini merupakan alasan utama

kegagalan dari program-program pembaharuan pedesaan di berbagai daerah.
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b. Terapi (Therapy)
Untuk tingkatan ini, kata “terapi” digunakan untuk merawat penyakit.
Ketidakberdayaan adalah penyakit mental. Terapi dilakukan untuk
menyembuhkan “penyakit” masyarakat. Pada kenyataannya, penyakit
masyarakat terjadi sejak distribusi kekuasaan antara ras atau status ekonomi

(kaya dan miskin) tidak pernah seimbang.

c. Pemberian Informasi (Informing)
Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan transisi antara tidak
ada partisipasi dengan tokenism. Kita dapat melihat dua karakteristik yang
bercampur. Pertama, pemberian informasi mengenai hak-hak, tanggung jawab,
dan pilihan-pilihan masyarakat adalah langkah pertama menuju partisipasi
masyarakat. Kedua, pemberian informasi ini terjadi hanya merupakan
informasi satu arah (tentunya dari aparat pemerintah kepada masyarakat).
Akan tetapi tidak ada umpan balik (feedback) dari masyarakat. Alat yang
sering digunakan dalam komunikasi satu arah adalah media massa, pamflet,

poster, dan respon untuk bertanya.

d. Konsultasi (Consultation)
Konsultasi dan mengundang pendapat-pendapat masyarakat merupakan
langkah selanjutnya setelah pemberian informasi. Arnstein menyatakan bahwa
langkah ini dapat menjadi langkah yang sah menuju tingkat partisipasi penuh.
Namun, komunikasi dua arah ini sifatnya tetap buatan (artificial) karena tidak
ada jaminan perhatian-perhatian masyarakat dan ide-ide akan dijadikan bahan
pertimbangan. Metode yang biasanya digunakan pada konsultasi masyarakat
adalah survai mengenai perilaku, pertemuan antar tetangga, dan dengar
pendapat. Di sini partisipasi tetap menjadi sebuah ritual yang semu.
Masyarakat pada umumnya hanya menerima gambaran statistik, dan
partisipasi merupakan suatu penekanan pada berapa jumlah orang yang datang
pada pertemuan, membawa pulang brosur-brosur, atau menjawab sebuah

kuesioner.
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e. Penentraman (Placation)
Strategi penentraman menempatkan sangat sedikit masyarakat pada badan-
badan urusan masyarakat atau pada badan-badan pemerintah. Pada umumnya
mayoritas masih dipegang oleh elit kekuasaan. Dengan demikian, masyarakat
dapat dengan mudah dikalahkan dalam pemilihan atau ditipu. Dengan kata
lain, mereka membiarkan masyarakat untuk memberikan saran-saran atau
rencana tambahan, tetapi pemegang kekuasaan tetap berhak untuk menentukan
legitimasi atau fisibilitas dari saran-saran tersebut. Ada dua tingkatan dimana
masyarakat ditentramkan: (1) kualitas pada bantuan teknis yang mereka miliki
dalam membicarakan prioritas-prioritas mereka; (2) tambahan dimana

masyarakat diatur untuk menekan prioritas-prioritas tersebut.

f. Kemitraan (Partnership)
Pada tingkat kemitraan, partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk
bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuatan tawar menawar pada
tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki
kekuasaan. Kedua pemeran tersebut sepakat untuk membagi tanggung jawab
perencanaan dan pengambilan keputusan melalui badan kerjasama, komite-
komite perencanaan, dan mekanisme untuk memecahkan kebuntuan masalah.
Beberapa kondisi untuk membuat kemitraan menjadi efektif adalah: (1)
adanya sebuah dasar kekuatan yang terorganisir di dalam masyarakat di mana
pemimpin-pemimpinnya akuntabel; (2) pada saat kelompok memiliki sumber
daya keuangan untuk membayar pemimpinnya, diberikan honor yang masuk
akan atas usaha-usaha mereka; (3) ketika kelompok memiliki sumber daya
untuk menyewa dan mempekerjakan teknisi, pengacara, dan manajer

(community organizer) mereka sendiri.

g. Pendelegasian Kekuasaan (Delegated Power)
Pada tingkat ini, masyarakat memegang kekuasaan yang signifikan untuk
menentukan program-progam pembangunan. Untuk memecahkan perbedaan-
perbedaan, pemegang kekuasaan perlu untuk memulai proses tawar menawar

dibandingkan dengan memberikan respon yang menekan.
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h. Pengawasan Masyarakat (Citizen Control)
Pada tingkat tertinggi ini, partisipasi masyarakat berada di tingkat yang
maksimum. Pengawasan masyarakat di setiap sektor meningkat. Masyarakat
meminta dengan mudah tingkat kekuasaan (atau pengawasan) yang menjamin
partisipan dan penduduk dapat menjalankan sebuah program atau suatu
lembaga akan berkuasa penuh baik dalam aspek kebijakan maupun dan
dimungkinkan untuk menegosiasikan kondisi pada saat di mana pihak luar

bisa menggantikan mereka.

2.2.2 Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Ndraha (1990 : 104) menyatakan bahwa dalam menggerakkan perbaikan
kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, perencanaan partisipasi harus
dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : (1) perencanaan harus
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (felt need), (2) dijadikan
stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban
(response), dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi
membangkitkan tingkah laku (behavior). Dalam perencanaan yang partisipatif
(participatory planning), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan
yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun
implementasi rencana, karena walau bagaimanapun masyarakat merupakan
stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana.

Menurut Suzetta (2007), sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi
dan partisipasi sebagai bagian dari good governance maka proses perencanaan
pembangunan juga melalui proses partisipatif. Pemikiran perencanaan partisipatif
diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat
sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak
dikenalkannya model perencanaan partisipatif, istilah ““stakeholders” menjadi
sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini.

Sementara itu Slamet (2003 : 11) menegaskan bahwa usaha pembangunan
pedesaan melalui proses perencanaan partisipasi perlu didekati dengan berbagai

cara yaitu : (1) penggalian potensi-potensi dapat dibangun oleh masyarakat
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setempat, (2) pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan,
pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh masyarakat
pedesaan, (3) pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan
penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan,
(4) pembinaan organisasi pembina/pendukung, yang menyambungkan usaha
pembangunan yang dilakukan oleh individu-individu warga masyarakat pedesaan
dengan lembaga lain atau dengan tingkat yang lebih tinggi (kota, kecamatan,
kabupaten, propinsi, nasional), (5) pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang
mencakup input, biaya kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberi iklim yang
serasi untuk pembangunan.

Adapun Cahyono (2006) menyatakan bahwa proses perencanaan
pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya
kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
sehingga dalam proses perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan antara lain : (1) perencanaan program harus berdasarkan
fakta dan kenyataan di masyarakat, (2) Program harus memperhitungkan
kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya, (3) Program
harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat, (4)
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program (5) Pelibatan sejauh mungkin
organisasi-organisasi yang ada (6) Program hendaknya memuat program jangka
pendek dan jangka panjang, (7) Memberi kemudahan untuk evaluasi, (8) Program
harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (KUWAT) yang
tersedia.

2.3. Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan diartikan sebagai upaya sadar dan terpadu untuk mencapai suatu
tujuan yang disepakati bersama. Dalam konteks lingkungan, pengelolaan
lingkungan dapat diartikan sebagai upaya terpadu untuk mengembangakan
strategi untuk menghadapi, menghidari, dan menyelesaikan penurunan
kualitas lingkungan dan untuk mengorganisasikan program-program

pelestarian lingkunan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
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Soemarwoto (2004) mendefinisikan pengelolaan lingkungan sebagai usaha
secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar
kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Sementara Mitchell
(2007) mendefinisikan pengelolaan lingkungan sebagai suatu proses
pengambilan keputusan bersama dimana solusi harus diambil berkaitan degan

pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam.

Kedua rumusan dari 2 (dua) ahli di atas tampaknya didasarkan pada asumsi
bahwa masyarakat sebagai satu kesatuan sosial mempunyai pemikiran dan
tujuan yang sama tentang bagaimana memelihara atau memanfaatkan

lingkungan.

Adapun Setiawan (2005) mengemukakan ada beberapa pendekatan

pengelolaan lingkungan yaitu, sebagai berikut:

. Pendekatan Ekologis
Dapat didefinisikan sebagai pengalokasian dan pengelolaan lingkungan yang
didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis, terutama hubungan-hubungan antar

berbagai komponen dalam satu sistem lingkungan fisik dan biologis.

. Pendekatan Ekonomis

Pendekatan ekonomis didasarkan atas pemikiran tentang kelangkaan sumber
daya dan lingkungan sehingga menuntut para pengguna sumber daya dan
lingkungan untuk melakukan pilihan-pilihan yang seksama dalam

memanfaatkan sumber daya secara optimal.

. Pendekatan Teknologis
Pendekatan ini menekankan pa